PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013
tanggal 22 Februari 2013)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota berwenang
melakukan penegakan hukum lingkungan hidup
dan menerapkan sanksi administratif;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan
sanksi administratif diperlukan pedoman
penerapan sanksi administratif dalam penegakan
hukum lingkungan hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup tentang Pedoman Penerapan Sanksi Ad-
ministratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 5285);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara yang telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsj Eselon | Kementerian Negara
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 142);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
nomor 1067);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI! AD-
MINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana
hukum administrasi yang bersifat pembebanan
kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakan
kepada penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

- 2. lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan

kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/
atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL -
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

3. lzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah
bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya
dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak
pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan
manusia.

4. Pengawasan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pengawasan adalah
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
untuk mengetahui, memastikan, dan menetap-
kan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang
ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai
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Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang,
kewajiban dan tanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan
hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah
Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas,
wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan
hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

a.

(M

2)

(3)

melindungi lingkungan hidup dari pencemaran
dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/
atau kegiatan;

menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;

memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup; dan

memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan
dalam lIzin Lingkungan.

Pasal 3

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

menerapkan Sanksi Administratif kepada

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika

dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran

terhadap:

a. lzinLingkungan;

b. lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; dan/atau

c. Peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh PPLH dan/atau PPLHD
berdasarkan:

a. Laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/
atau izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan/atau

b. pengaduan masyarakat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai PPLH dan
PPLHD.
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Pasal 4

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

a. tegurantertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau lzin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; dan

d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. ;

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban
yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan.

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

a. melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum
dalam lzin Lingkungan dan/atau lzin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; dan/atau

b. menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.

Pembekuan lzin Lingkungan dan/atau lzin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/

atau kegiatan:

a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;

b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang
tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
dan/atau

c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan
Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan.

Pencabutan izin Lingkungan dan/atau lzin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/

atau kegiatan:

a. memindahtangankan izin usahanya kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari
pemberiizin usaha;

b. tidak melaksanakan sebagian besar atau
seluruh paksaan pemerintah yang telah
diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau

c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran
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dan/atau perusakan lingkungan yang
membahayakan keselamatan dan
kesehatan manusia.

Pasal 5

(1) Penerapan Sanksi Administratif harus
memperhatikan:

legalitas kewenangan;

prosedur yang tepat;

ketepatan penerapan sanksi;

kepastian tiadanya cacat yuridis dalam

penerapan sanksi; dan

e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
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(2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan
melalui mekanisme:
a. bertahap;
b. bebas; dan/atau
c. kumulatif.

Pasal 6

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat
dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan
sanksi Paksaan Pemerintah.

Pasal 7

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan
Penerapan Sanksi Administratif di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 8

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Ad-
ministratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan
Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
padaayat(1): '

a. Menteri dapat menugaskan atau melimpah-
kan sebagian kewenangannya kepada
Pejabat Eselon | yang bertanggungjawab di
bidang penaatan hukum lingkungan;

b. gubernur dapat menugaskan atau
melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Provinsi; dan
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c. bupati/walikota dapat menugaskan atau
melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota.

(3) Penugasan atau pelimpahan sebagian
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam keputusan Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota.

(4) Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif
kepada penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang lzin Lingkungan dan lzin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota,
jika Menteri menganggap gubernur atau bupati/
walikota secara sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap pelanggaran yang
serius di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Pasal 9

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk
keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota,

(2) Keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun mengacu pada format keputusan
Sanksi Administratif sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 22 Februari 2013
MENTERILINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 25 Februari 2013
MENTERIHUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

* Lampiran tidak diterbitkan




